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Perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi  dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor,  
meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling 
pokok. Selanjutnya untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa agar dalam penggunaannya akan 
nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen juga perlu mendapatkan 
perlindungan hukum. Termasuk hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak 
untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi. 
Kalau hal ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perjanjian leasing 
kendaraan bermotor, maka dapat dikatakan bahwa konsumen dirugikan, karena tidak pernah 
mendapatkan informasi apakah kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia telah 
didaftarkan atau belum oleh perusahaan 
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Abstract 
Legal protection against default debtors in motorized vehicle leasing agreements, including: 
the right to comfort, safety and consumer safety are the most important things. Furthermore, 
to guarantee an item and / or service so that in its use it will be comfortable, safe or not 
endanger consumers, consumers also need to get legal protection. Including the right to 
information that is correct, clear and honest regarding the condition and guarantee of goods 
and / or services. If there are adverse deviations, consumers have the right to be heard, 
obtain advocacy, guidance, fair treatment, compensation compensation. If this is related to 
the protection of consumer rights in a motorized vehicle leasing agreement, it can be said 
that consumers are harmed, because they have never received information on whether a 
motorized vehicle that has been fiduciary guaranteed has been registered or not by the 
company. 




Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan lembaga yang 
ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan 
dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peran serta pihak swasta 
dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik 
langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang 
pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui 
penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatnya perluasan usaha 
memang membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan dana, 
selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang telah kita kenal, kita 
juga mengenal sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni “Leasing”.1 
                                                          
1Amin Widjaja Tunggal danArif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1994), hlm. 1 
Usaha leasing dalam bentuk sebagaimana kita kenal dewasa ini di Indonesia boleh 
dikatakan masih baru perkembangannya. Sebagai alternatif bagi teknik pembiayaan, usaha 
leasing dalam tahun-tahun belakangan ini memainkan peranan yang semakin penting bagi 
perkembangan ekonomi di Indonesia. 
Pembiayaan investasi melalui lease kelihatannya lebih memberikan kemudahan-
kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama 
berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai asset yang dapat 
dijadikan sebagai collateral (jaminan) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari Bank. Dalam 
lease pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset yang diperoleh melalui lease 
sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan leasing. 
Dengan kata lain, hak kepemilikan sah atas aktiva yang di leased serta pengaturan 
pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di leased 
sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah 
dijaminkan untuk pinjaman tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada. 
Apabila ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
dengan berpegang pada ketentuan umum tentang perikatan, maka leasing itu merupakan 
suatu penjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal 
yang diperlukan oleh suatu perusahaan.2 Dimana masing-masing pihak dalam mengikat diri 
tentunya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam 
perjanjian leasing ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Maka disinilah kegunaannya dengan 
dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 
persetujuan, baik karena undang-undang.” 
Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pendata kita khususnya 
yang mengenai hukum perjanjian menganut apa yang dinamakan “Sistem Terbuka atau Open 
System”, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, 
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sendi 
ini terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUH 
Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 
Dalam suatu perjanjian leasing pada dasarnya terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu: 
1. Lessor (perusahaan leasing) sebagai pemilik barang atau pihak yang menyewakan; 
2. Lessee (perusahaan/nasabah) sebagai pemakai barang atau pihak penyewa; 
3. Supplier (vendor/leveransir) sebagai penjual barang, dimana setiap pihak mempunyai hak 
dan kewajiban dengan kepentingan masing-masing.3 
Lessor sebagai pihak yang menyewakan barang-barang modal sudah pasti 
menghendaki adanya jaminan-jaminan dari pihak lessee bahwa modal yang te1ah 
dikeluarkannya akan kembali. Jaminan ini merupakan hal yang pokok untuk mendapatkan 
fasilitas leasing bagi pihak yang ingin memperoleh fasilitas leasing tersebut, dimana bila di 
kemudian hari ternyata pihak debitur (lessee) melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap 
perjanjian, maka baru muncullah fungsi dari jaminan lease. 
Mengingat bahwa transaki leasing merupakan suatu transaksi yang melibatkan 
sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya ingkar janji oleh para pihak, terutama di 
negara berkembang seperti Indonesia ini, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban 
pembayaran uang sewa (rentals) serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lessor, maka 
lembaga jaminan inilah yang digunakan untuk memperoleh rasa aman. Wanprestasi (ingkar 
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janji) di sini dimaksudkan bahwa dalam masa berjalannya kontrak perjanjian leasing, salah 
satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak 
sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau 
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini 
ditekankan pada ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak yang menyewa 
(lessee), sehingga diperlukan adanya lembaga jaminan tersebut dalam pemberian barang-
barang lease. 
Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan.4 Sebagai jaminan 
kebendaan, dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan non bank, fidusia sangat 
digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenyataan baik secara 
teoretis maupun empiris bahwa fidusia memiliki arti penting dalam hal menampung 
keinginan masyarakat akan kebutuhan kredit. Kehadirannya dapat memberikan manfaat 
ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk 
keperluan usahanya sehari-hari. Disisi lain, pihak perbankan atau lembaga keuangan non 
bank lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. Bank tidak perlu 
menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai 
(pand).5 
Dalam Pasal 8 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara 
dalam mengatasi risiko adalah menetapkan jaminan (collateral) dalam analisis pemberian 
kredit. 
Jaminan yang diminta bank atau lembaga keuangan non bank dapat berupa jaminan 
pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang 
dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah 
debitur. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti 
bangunan/rumah, mobil, motor, stock barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin 
di pabrik, dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan mi adalah 
jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi 
fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan 
dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata.6 
Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan 
perjanjian jaminan khusus.7 Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena 
adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil 
pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada 
kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitur tidak 
sanggup melunasi utang.  
 
METODE PENELITIAN 
Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric  atau yuridis sosiologis 
artinya adalah  mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial 
                                                          
4 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 
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5 Lihat Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya 
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dianggap sebagai pemilik (Bezit geldt als volkomen titel). 
7 Perjanjian jaminan khusus maksudnya perjanjian jaminan yang bukan lahir karena Pasal 1131 KUH 
Perdata melainkan perjanjian yang dibuat antara kreditur penerima fidusia dengan debitur pemberi fidusia 
dengan benda-benda tertentu sebagai jaminan fidusia. 
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan 
adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di 
lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan 




Setiap tahun jumlah konsumen yang melakukan pengajuan kredit kendaran bermotor 
yang melalui leasing semakin meningkat. Pada tahun 2018 pengajuan kredit kendaraan 
bermotor yang melalui leasing PT. Adira Finance unit Sampang sebanyak 235 konsumen 
yang sumber pengajuan dari dealer AL Amien wilayah sampang dengan jenis kendaraan 
merk honda. Sedangkan pada tahun 2019 pengajuan kredit sampai saat sudah sudah mencapai 
280 konsumen.  
Dengan meningkatnya penggunaan kredit kendaraan bermotor banyak potensi kasus 
yang akan ditimbulkan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak 
Taufikrahman pimpinan PT. Adira Finance unit sampang, bahwa dengan meningkatkan 
kebutuhan pembiyaan pada kendaraan bermotor maka akan semakin tinggi juga kasus yang 
akan dihadapi pihak leasing. Sekarang sudah banyak pola kasus yang timbulkan diantaranya 
1. Kasus atas nama 
2. Kasus pindah tangan/gadai 
3. Kasus penggelapan 
Kasus-kasus diatas merupakan pola-pola yang timbul dikarenakan besarnya keinginan 
konsumen untuk mendapatkan pembiyaan kendaraan bermotor akibat pola hidup kosumtif. 
Apabila nasabah debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan/bank dapat mengambil 
pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada 
kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai lembaga pembiayaan/bank jika 
nasabah debitur tidak sanggup melunasi utang. Adapun permasalahan yang dibahas adalah 
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi  dalam perjanjian leasing 
kendaraan bermotor tersebut dan bagaimanakah peran aparat Kepolisian RI  dalam 
memberikan perlindungan terhadap debitur dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor ?   
Perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi  dalam perjanjian leasing 
kendaraan bermotor,  meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen 
merupakan hal yang paling pokok. Selanjutnya untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa 
agar dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, 
maka konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk hak atas informasi 
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika terdapat 
penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, 
pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi. Kalau hal ini dikaitkan dengan 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor, 
maka dapat dikatakan bahwa konsumen dirugikan, karena tidak pernah mendapatkan 
informasi apakah kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia telah didaftarkan atau 
belum oleh perusahaan. Padahal kewajiban untuk mendaftarkan itu merupakan ketentuan 
undang-undang yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan (leasing).  
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran aparat Kepolisian RI 
memiliki peran dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitur yang 
wanprestasi. Dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia harus melibatkan aparat 
keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Tujuannya adalah: (a) terselenggaranya 
pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat 
dipertanggungjawabkan; dan (b) terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima 
jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor   8  Tahun  2011  Tentang 
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan demikian satu-satunya pihak yang berhak 
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